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IMPLIKASI KASUS GAYUS TAMBUNAN DALAM KESADARAN WAJIB 
PAJAK  
(Studi Kasus pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo) 
Oleh 
Ayusalam Yustifebri Puteri 
 
ABSTRAK 
Dunia perpajakan di Indonesia, telah dibentuk sedemikian rupa 
untuk dapat menarik hati setiap Warga Negara Indonesia untuk rajin dan taat 
menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak. Motto “Lunasi Pajaknya, 
Awasi Penggunannya” juga semakin melekat sebagai tanda kejujuran terhadap 
penggunaan pajak. Namun, di tengah melonjaknya perbaikan perpajakan di 
Indonesia, korupsi tetap membayangi denyut nadi pemerintahan, termasuk dalam  
masalah pajak. Kasus yang begitu menghebohkan adalah kasus “Gayus 
Tambunan”.  
Jenis penelitian adala deskriptif dengan metode survei. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan adalah metode Probability Sampling yang 
berupa Simple  Random Sampling yaitu para wajib pajak pribadi yang terdaftar 
pada Kantor Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo. Analisis yang digunakan adalah 
Mean, Standar Deviasi, Range dan Nilai Ekstrem.  
Ditengah buruknya persepsi Wajib Pajak terhadap dunia 
perpajakan Indonesia, dorongan untuk tetap berbakti kepada Negara untuk tetap 
membayar pajak masih tetap dipegang oleh para Wajib Pajak. Fenomena Gayus 
Tambunan memang telah merasuk dalam diri, jiwa dan persepsi Wajib Pajak 
dengan berbagai hasil. Gayus Tambunan telah mampu membuka mata dan sikap 
Wajib Pajak dalam menyingkapi dunia perpajakan Indonesia. 
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1.1. Latar Belakang 
 
Pajak sebenarnya sudah dikenal dan dipraktekkan sejak zaman 
kerajaan-kerajaan. Pada masa itu rakyat diwajibkan untuk menyerahkan 
upeti kepada raja yang besarnya sudah ditentukan. Pemungutan pajak 
atau upeti ini terus berlanjut hingga zaman penjajahan Belanda. Bahkan 
setelah Indonesia merdeka pajak ditetapkan dan dipungut setiap tahun 
oleh pemerintah yang berkuasa (Prastiwi, 2011: 1). 
Negara Republik Indonesia memiliki misi nasional, yaitu 
mewujudkan Indonesia yang aman, damai, adil, demokratis, dan 
sejahtera. Strategi pokok yang ditempuh untuk mencapai misi tersebut 
yaitu melalui pembangunan Indonesia yang diarahkan untuk 
membangun Indonesia disegala bidang yang merupakan perwujudan dari 
amanat yang tertera jelas dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 
1945 terutama dalam pemenuhan hak dasar rakyat dan penciptaan 
landasan pembangunan yang kokoh. Dalam melaksanakan pembangunan 
nasional pemerintah membutuhkan dana yang sangat besar guna 
mewujudkannya. Pembiayaan pembangunan ini direalisasikan ke dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 
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Dalam APBN pemerintah memenuhi kebutuhan dana dengan 
mengandalkan dua sumber pokok, yaitu sumber dana luar negeri dan 
sumber dana dalam negeri. Contoh dari sumber dana luar negri adalah 
pinjaman luar negri dan hibah, sedangkan contoh dari sumber dana 
dalam negri adalah penjualan migas dan non migas serta pajak. 
Penerimaan pajak merupakan sumber utama pembiayaan pemerintah dan 
pembangunan. Dalam APBN Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 
2010, rencana penerimaan pajak sebesar Rp 604,4 triliun merupakan 
62% dari pendapatan negara atau 12% terhadap Produk Domestik Bruto 
(Nota Keuangan dan APBN, 2010) (Rahman,2010). 
Peran pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(APBN) di Indonesia terus meningkat dari tahun ketahun. Hal ini dapat 
dilihat dari peningkatan besarnya porsi penerimaan pajak dibandingkan 
dengan total penerimaan Negara dalam APBN. Pada tahun 2008, porsi 
penerimaan pajak adalah sebesar 68,33%, dan untuk tahun 2009 
meningkat menjadi 74,86% (Badan Kebijakan Fiskal 
www.fiskal.depkeu.go.id dalam Hidayat dan Nugroho, 2010). 
Sejak tahun 1984, sistem perpajakan mengalami reformasi 
dengan ditetapkannya beberapa Undang-undang Perpajakan. Sejak 
reformasi diberikan keparcayaan untuk mendaftarkan diri, menghitung, 
menyetor, melaporkan, dan memperhitungkan pajaknya sendiri. 
Sehingga aparat pajak hanya bertugas mengawasi, melayani dan 
memberikan informasi perpajakan bagi masyarakat yang membutuhkan.  
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Sejak penerapan self assessment system, diperlukan kesadaran 
dan kapatuhan dari wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban 
perpajakan sesuai peraturan yang berlaku (Pratiwi, 2011 : 4). 
Pelaksanaan Self Assesment System dalam perpajakan di 
Indonesia menuntut wajib pajak untuk aktif menghitung, melaporkan 
dan membayar sendiri jumlah pajak yang terhutang kepada negara. 
Artinya, bahwa wajib pajak telah diberikan kepercayaan penuh oleh 
negara. Namun demikian, kepercayaan tersebut tidak sera merta 
diberikan begitu saja. Aparat pajak tetap memiliki peran dalam 
pelaksanaan perpajakan, yaitu peran dengan fungsi pelayanan, 
pembinaan, atau penyuluhan, pengawasan dan penerapan sanksi. Fungsi-
fungsi tersebut menjadikan aparat pajak berperan sebagai pelayanan 
publik. 
Aparat pajak sebagai publik tentu harus mampu melayani wajib 
pajak dalam melaksanakan serangkaian proses pembayaran pajak. 
Kelemahan dari sistem selft assessment adalah wajib pajak bisa dengan 
sengaja mengisi laporan dengan tidak benar dan mngelak dari pajaknya. 
Uapaya untuk mengurangi pengelakan pajak adalah dengan pemeriksaan 
pajak.  
Salah satu syarat agar sistem perpajakan tersebut berhasil adalah 
adanya kemampuan masyarakat yaitu dapat menghitung pajaknya 
sendiri. Adapaun alat yang dipakai dalam perhitungan pajak adalah 
akuntansi. Kepercayaan yang diberikan terhadap wajib pajak ini bisa 
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disalahartikan dengan tindak penyimpangan yang dapat dilakukan wajib 
pajak. Oleh karena itu sebagai konsekuansinya aparat perpajakan 
berkewajiban untuk menegakkan hukum agar proses dan pelaksanaan 
sistem tersebut tetap ada aturannya.  
Upaya mengantisipasi kemungkinan terjadinya penyelewengan 
oleh wajib pajak yang telah diberikan kepercayaan melalui self 
assessment system adalah dengan pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak 
didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan untuk mencari, 
mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk 
menguji kepatuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam 
rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan (Prastiwi, 2011 : 4). 
Salah satu bentuk peran positif wajib pajak adalah sikap 
keterbukaan wajib pajak. Keterbukaan tersebut diwujudkan dalam 
bentuk penyelenggaraan pembukuan dengan memberkan itikad baik dan 
mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sesungguhnya.  
Kenyataan yang ada di Indonesia menunjukkan tingkat kepatuhan 
wajib pajak masih rendah, hal ini terlihat pada belum optimalnya 
penerimaan pajak (tax gap) dan tax ratio Indonesia masih terendah 
dikawasan ASEAN yaitu sebesar 11,6 untuk tahun 2005. Salah satu sebab 
belum optimalnya penerimaan perpajakan di Indonesia adalah rendahnya 
tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban 
perpajakaannya (Hidayati dan Supriyati, 2008). 
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Penelitian yang dilakukan Budiono (2003) dalam (Hidayati dan 
Supriyadi, 2008). Menyatakan bahwa fenomena tingkat kepatuhan wajib 
pajak di wilayah KPP Sidoarjo, khususnya Sidoarjo Barat menunjukkan 
tingkat kepatuhan wajib pajak masih minim artinya belum seluruh wajib 
pajak mematuhi ketentuan pajak. Hal ini  tercermin dari tiga hal. 
Pertama, wajib pajak umumnya cenderung menghindari pembayaran 
pajak, terlepas dari kesadaran kewarganegaraan. Kedua, tingkat 
kepatuhan wajib pajak masih terbatas pada yang bersifat administrativ, 
sementara upaya untuk menghindar dari pembayaran pajak masih sangat 
tinggi. Ketiga, adanaya adanya indikasi beberapa wajib pajak melakukan 
pemalsuan dokumen maupun keberadaan usahanya.   
Persoalannya sekarang adalah bahwa lingkaran antara 
ketidakpatuhan pajak dengan sikap aparat pajak yang tidak sesuai 
dengan aturan main masih saja berputar. Memulai pembenahan terhadap 
kualitas aparat pajak itu sendiri merupakan awal yang sangat penting 
untuk memutus lingkaran yang terlanjur lama berputar. Tingkat 
kepatuhan wajib pajak memang tidak semata-mata hanya menjadi 
tuntutan bagi wajib pajak, akan tetapi perlu didorong dengan dukungan 
tingginya tingkat kualitas aparat pajak dalam melaksanakan tugasnya. 
Tanpa kualitas pajak yang baik tampaknya cita-cita untuk menjadikan 
pajak sebagai tumpuan harapan pembiayaan pembangunan diatas tangan 
sendiri masih sangat jauh mengawan.  
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Kontrol dari aparat pajak yang proesional diharapkan mampu 
memeperbaiki tingkat kepatuhan pajak, sebab dengan control maka 
kesempatan melakukan kecurangan (penghindaran pajak) oleh wajib 
pajak, apapun caranya dapat dicegah. Fungsi profesionalisme aparat 
pajak kemudian akan menjadi pagar bagi terciptanya celah yang 
memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk melanggar ketentuan 
perpajakan (Puspitasari, Mendorong Tingkat Kepatuhan Pajak Melalui 
Penegakan Hukum Terhadap Aparat Pajak). 
Dewasa ini, kasus korupsi yang sangat hangat-hangatnya 
dibicarakan adalah kasus mengenai Gayus Tambunan. Kasus Gayus 
Tambunan yang meledak pada Bulan April 2010 telah mencoreng wajah 
dunia perpajakan Indonesia. Di Indonesia, otoritas pemegang kebijakan 
fiskal berada di Departemen Keuangan, dimana tugas dan wewenangnya 
dipegang oleh Direktorat Jendral Pajak. Misi utama Direktorat Jendral 
Pajak adalah misi fiskal, yaitu menghimpun penerimaan pajak 
berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang mampu menunjang 
kemandirian pembiayaan pemerintah dan dilaksanakan secara efektif dan 
efisien. Sedangkan visi Direktorat Jendral Pajak untuk menjadi institusi 
pemerintah yang dipercaya masyarakat dengan integritas dan 
profesionalisme yang tinggi masih dipandang sebelah mata oleh 
masyarakat terutama dengan munculnya kasus penggelapan pajak pada 
awal tahun 2010 oleh salah satu fiskusnya yang diduga sebagai Makelar 
Kasus Pajak, Gayus Tambunan. Kasus tersebut muncul ketika salah satu 
Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :





pegawai Direktorat Jendral Pajak menyalahgunakan uang pajak dalam 
jumlah yang sangat besar yang seharusnya dibayarkan kepada 
pemerintah. Kasus tersebut menyebabkan banyaknya masyarakat 
Indonesia yang melakukan aksi boikot bayar pajak sebagai rasa tidak 
percaya mereka terhadap fiskus pajak.  
Sikap masyarakat Indonesia dalam memboikot bayar pajak tidak 
hanya dikarenakan munculnya ksus besar yang dilakukan Gayus, tetapi 
juga dikarenakan pengelolahan dan pengalokasian uang hasil pajak oleh 
pemerintah yang dirasa tidak tepat. Dalam sebuah artikel yang dimuat di 
mengatakan bahwa kasus makelar kasus (markus) pajak senilai Rp 25 
milyar yang melibatkan pegawai Ditjen Pajak Gayus Tambunan, 
berpengaruh buruk terhadap citra pemerintah dibidang pajak. 
Masyarakat menjadi malas bayar membayar pajak karena uang hasil 
pajak rawan disalahgunakan. Demikian disampaikan oleh pengamat 
perpajakan Kodrat Wibobo kepada detik Finance, Kamis (25/3/2010). 
Maraknya pemeberitaan mengenai Gayus ini akan berefek buruk 
terhadap upaya pemerintah meningkatkan penerimaan pajak. Karna 
orang akan berfikir untuk apa membayar pajak kalau ternyata uangnya 
disalahgunakan, ungkap Pengamat Perpajakan dalam detikFinance.  
Penerimaan yang dihimpun Direktorat Jendral Pajak diperkirakan 
tidak mencapai ratget yang ditetapkan APBN Perubahan atau APBN-P 
2010, yakno Rp 604,4 triliun. Akibat dampak berbagai kasus criminal 
perpajakan, seperti yang melibatkan Gayus Tambunan, penerimaan 
Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :





Ditjen Pajak diperkirakan hanya mencapai 99,5 persen dari target. 
Penerimaan Ditjen Pajak yang dibawah target tersebut dengan sendirinya 
menurunkan proyeksi penerimaan perpajakan secara keseluruhan, baik 
penerimaan yang dihimpun Ditjen Pajak maupun Ditjen Bea dan Cukai. 
Berdasarkan uraian diatas yang telah peneliti jabarkan, maka 
penelitian ini akan diberi  judul “IMPLIKASI KASUS GAYUS 
TAMBUNAN DALAM KESADARAN WAJIB PAJAK (Studi 
Kasus Pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo)” 
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka 
perumusan masalah yang ada pada penelitian ini dapat dirumuskan 
sebagai berikut : 
· Bagaimana persepsi para Wajib Pajak terhadap kesadaran 
membayar pajak dan perpajakan di Indonesia setelah adanya kasus Gayus 
Tambunan ? 
1.3. Tujuan  Penelitian 
Adapun tujuan penelitian yang dilakukan: 
1. Untuk mengetahui persepsi Wajib Pajak dalam melaksanakan 
kewajiban membayar pajak dan mampu menganalisis perpajakan di 
Indonesia setelah adanya kasus Gayus Tambunan. 
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1.4. Manfaat Penelitian  
Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini antara lain : 
1. Manfaat Penulis 
Memberikan tambahan informasi mengenai persepsi wajib pajak dalam 
melaksanakan kewajiban membayar pajak yang dapat dipergunakan 
sebagai tambahan ilmu pengetahuan khususnya tentang perpajakan di 
Indonesia. 
2. Bagi Universitas 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan sebagai 
informasi bahan pembanding bagi peneliti lain yang ingin membahas 
masalah ini kepada Universitas Pembagunan National “Veteran” Jawa 
Timur pada umumnya dan Fakultas Ekonomi khususnya. 
3. Bagi Institusi Perpajakan Dirjen Pajak 
Hasil penenlitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau 
masukan sejauh mana kewajiban para Wajib Pajak dalam membayar 
kewajiban untuk membayar pajak setelah adanya Kasus Gayus 
Tambunan. 
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